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PROGRAM PEMBINAAN DAN
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DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
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~— CURRICULUM VITAE

Nama : CHAIRUN MOKOGINTA
TTL : Kotamobagu, 8 Agustus 1954
Jabatan : - Ketua Komisi I1I (Bidang Kesra)

DPRD Kab. Bol-Mong
- Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar

Pengalaman Kerja :
- Assisten Manejer Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia

(BRI), Limboto
- Pemerhati Kebudayaan Bolaang Mongondow

Kegiatan : Semiloka MBS Tahap I dan I1
Provinsi SULUT Tahun 2013
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DASAR HUKUM

) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN

) UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
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SEKILAS TENTANG KABUPATEN LAANG MO DOW
— . .

¢ Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara
yang beribukota di Lolak.

¢ Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu
penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.

¢ Luas wilayahnya adalah 3.547,49 Km2, atau 23,22 % dari luas Provinsi Sulawesi
Utara. terbagi atas 12 Kecamatan dan 152 Desa dengan jumlah penduduk +
235.301 jiwa

¢ Komoditi unggulan yaitu sektor pertanian, adalah komoditi perkebunan Kopi, kakao,
lada, pala, Jambu mete, Kelapa dan cengkeh. Sektor Pertambangan Emas. Sektor

Perikanan Laut berupa Tuna dan Cakalang. Sektor Pariwisatanya yaitu wisata alam,
wisata adat dan budaya. »
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FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPR

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

FUNGSI DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMO 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD

DAN DPRD: ! membentuk peraturan daerah
1. Legislasi bersama kepala daerah

membahas dan menyetujui

2. Anggaran \I rancangan anggaran pendapatan dan

belanja daerah bersama kepala daerah

3. Pengawasan
mengawasi pelaksanaan peraturan
daerah dan APBD
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: KANISME PELAKSANAAN HAK BUDGETING DPRD

p |-
ALAT : :
KELENGKAPAN - Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Komisi
- Badan Legislasi Daerah
)% - Badan Anggaran
Jumlah : 30 Anggota - Badan Kehormatan
Fraksi Partai Golkar : 9 Anggota ~Alat Ke]engkapan
Fraksi PDI-P : 4 Anggota lain (Pansus, Panj a,
Fraksi Partai Demokrat : 3 Anggota dll)
Fraksi PAN : 5 Anggota
Fraksi Pancasila : 5 Anggota

Fraksi Nurani Persatuan : 4 Anggota

=




| GITAS EKSEKUTIF DAN LE —

MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
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APA YANG TELAH DILAKUKAN ???

RENCANAKERJADAN ANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKAT DAERAH
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Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun Anggaran 2014

Bidang Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administre
Unit Organisasi : 1.20.1.20.04 DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Orhanisasi : 1.20.1.20.04 . 01 DINAS PENDIDIKAN

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE JUMLAH
PROGRAM & URAIAN ANGGARAN
KEGIATAN
1 2

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)




/ —

KENDALA YANG DIHADAPI

Belum maksimalnya Sosialisasi tentang MBS bagi Anggota
DPRD sehingga dukungan dari sisi politis belum sesuai
harapan.
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Kemampuan SDM pada SKPD dalam penyusunan
Skala Prioritas Alokasi Anggaran

Pemahaman Masyarakat terhadap tanggungtjawab
Pendidikan berada pada guru di sekolah saja
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